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ABSTRAK 

Badan pennusyawaratan desa murapakan salah satu lembaga yang sangat 
penting dalam pemerintahan desa, dan salah satu peran BPD adalah membahas 
dan merancang peraturan desa bersama kepala desa. untuk mengetahui bagaimana 
peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan faktor apa yang menjadi 
penghambatnya.untuk menganalisis data penelitian ini mengunakan metode 
kualitatifsumber data dalam penelitian ini adalah BPD,kepala desa,sekertaris desa 
beserta aparat desa,ketua karang taruna dan masyarakat setempat 
Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi. untuk 
basil dari pengumpulan data tersebut yaitu didalam pelaksanaan peran BPD 
selama proses perancangan hingga selesainya perdes dilihat dari tiga indikator 
yaitu peran aktif,peran parsipatif dan pasif 

Kata kunci: Pelaksanaan fungsi dan Peran BPD didalam Perancangan 
Peraturan Desa 
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Latar Belakang Masalah 

BABl 

PENDAHULUAN 

Desa merupakan substansi pemerintahan terendah di pemerintahan yang ada 

di Nusantara (UU No 51 1979). didalam subtansi pemerintahan desa, desa 

memerlukan badan permuswaratan desa, untuk membantu penyelanggaran roda 

pemerintahan didesa, terklmsusnya untuk membantu dan mendampingi kepala 

desa didalam merancang dan membuat peraturan desa. dan dapat diharapkan 

untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. melalui arahan arahan 

yang dilakukan BPD sebagaimana tugas tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai 

badan legislasi didesa, terutama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat 

terhadap pemerintah, dan membantu kepala desa dan mendampingi didalam 

proses pembuatan perdes yang akan disahkan didalam mussawarah pembangunan 

desa (MUSBANGDES). 

Desa adalah desa dan desa adat (UU No 61 2004). dan desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas batas wiliyah yang berwewenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

di akaui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik 

Indonesia. dan sehubungan dengan apa yang di maksudkan dalarn UU no 6 tahun 

2014 tentang desa,maka dapat disimpulkan juga bahwa desa mernpakan satu 

kesatuan masyarakat hukum yang menpunyai susunan asli berdasarkan hak asal 

usul yang bersifat istimewa. hal tersebut sejalan dengan amanat dari undang 

undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 18b, dimana menyatakan 
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bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang undang. 

Daerah memiliki hak untuk melakukan beberapa hal, ialah (UU No 23/ 

2014): 

1. Aturan serta kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah 

tangga daerab sendiri dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

2. Umsan serta wewenang yang dilaksanakan pemerintah ialah bal yang tidak 

jaub atau tidak melenceng dengan anjuran pusat untuk masing wilayah. 

3. Wewenang untuk mengatur daerah ialah hal yang di butuhkan untuk 

menyatakan kebebasan yang mengikat serta di ketahui oleh kepala kota atau 

kepala provinsi. 

Desa merupakan tingkat demokrasi administrai,dengan tidak lagi menjadi 

bawahan daerah melaikankan daerah mandiri, dirnana masyarakat berhak 

berbicara dengan kepentingan sendiri bukan ditentukan dari atas kebawah. dan 

untuk mendukung pernbahan mendasar pemerintaban desa maka di keluarkan 

peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005, yang dirnana berisikan tentang 

pemerintahan desa,dan menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan pennuswaratan desa 

dalam mengatur dan mengurns kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. 

Dan praktek sebagai mana yang telah dicantumkan dalam pasal 59 ayat 1 

yaitu, peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005. maka perlu di ketahui bahwa 
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dalam pengambilan keputusan juga dilakukan melalui muswarah atau rapat 

(MUSBANGDES) yang melibatkan kepala desa,BPD dan masyarakat setempat, 

dan didalam hal ini mengatkan bahwa pada dasar nya masyarakat desa yang 

statis, dimana apabila terjadi atau menemukan masalah maka mereka akan 

menyeslesaikan masalah dengan rnussawarah secara bersama dikarenakan mereka 

masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. 

Didalam pengambilan keputusan disebuah desa, biasanya di lakukan 

dengan dua macam keputusan yaitu Pe11ama, didalam pengambilan keputusan 

yang beraspek sosialyang mengikat masyarakat secara suka rela tampa sanksi 

yang jelas. kedua keputusan yang dibuat oleb lembaga lembaga formal desa yang 

dibentuk untuk pengabilan keputusan keputusan. bentuk keputusan pertama bisa 

dilihat seketika dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingungan 

masyarakat desa, dan dalam proses pengambilan keputusan ini yang berhak yang 

mengambil keputusan yaitu tokoh tokoh yang dipilih dan berwibawa, baik seperti 

tokoh masyarakat dan tokoh tokoh agama yang ada di desa tersebut. dan 

keputusan ini sebelum disahkan terlebib dabulu dimussawarahkan dengan baik 

baik sehingga apapun basil keputusan dan jalan keluar masalah yang terjadi sesuai 

dengan harapan bersama. bentuk keputusan kedua yaitu, tentang mussawarah a tau 

rapat desa yang mencakup tentang perkembangan stuasi desa dan pembangunan 

desa. dan dalam mussawarah ini biasa di laksanakan dikantor desa,atau dibalai 

desa, dan mussawarah ini dilaksanakan sekali setab1m (MUSBANGDES) dan 

proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pihak pihak secara hukum 

sebingga keluarlah basil keputusan yang disebut dengan peraturan 

desa(PERDES). perdes ini murupakan salah satu produk bukum yang sah didalam 
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pemerintahan desa. dimana yang terlibat penting didalam pengambilan keputusan 

tentang perdes ini adalah kepala desa dan lembaga badan permuswaratan 

desa(BPD). 

Didalam proses perancangan dan pembuatan sebuah perdes BPD bersama 

kepala desa sejajar atau berdampingan didalam proses mussawarah didalam 

perancangan perdes yang akan disahkan.hal ini juga tercantum dalam pemendagri 

no 110 tahun 2016 tentang fungsi dan peran badan pennussawaratan desa, yaitu 

bersama sama membahas perdes bersama kepala desa. mengingat BPD juga 

merupakan salah satu legislasi yang ada di desa, yaitu untuk menampung dan 

menyalurkan anspirasi masyarakat desa terkhusunya didalam memperhatikan 

kondisi fisik sosial budaya atau adat masyrakat tersebut. untuk fungsi lain BPD 

yaitu, sebagai jambatan atau pemhubung masyarakat terhadap pemerintah. melalui 

BPD segala aspirasi atau harapan harapan masyarakat tentang keberadaan dan 

kondisi sosial budaya dan adat istidat yang ada didesa tersampaikan kepada 

pemerintah desa. 

Desa bangun merupakan salah satu desa, yang ada dikecamatan parbuluan 

kabupaten dairiprovinsi sumatra utara, yang dimana unmk luas wilayah secara 

keseluruhan 1.014 Ha dan untuk jumlah penduduk desa bangun 1999 jiwa.yang 

dimana pada saat ini desa bangun dipimpin oleh seorang kepala yang bernama 

Japrin Sihotang, didalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan yang 

te1iinggi didesa bangun, seorang kepala desa dibantu para aparat desa dan 

beberapa lembaga yang ada didesa bangun seperti LKMD dan BPD,dan setiap 

aparat desa maupun lembaga atau badan kemasyarakatan yang ada didesa bangun 

untuk membantu kepala desa didalam roda pemerintahan, meraka mempunyai 
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tugas dan peran yang berbeda beda, seperti hal nya badan permusyawaratan desa 

(BPD)yang merupakan patner kerja seorang kepala desa dalam melayani dan 

mengayomi masyarakat desa bangun, terkhusunya dalam proses pembutan 

peraturan desa bangun. 

Didalam proses pelaksanan tugas dan pera.n yang telah diamanatkan kepada 

badan permusyawaratan desa bangun, dalam perancangan dan pembuatan perdes 

sering menimbulkan konfilik dan rasa kecewa yang timbul didalam diri 

masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa.Dan hal ini diproleh penulis dari 

salah satu masyarakat desa bangun yaitu ibu Teorida br simbolon dimana beliu 

menilai bahwa, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pada masa periode 

terakhir belum sepenuhnya terlaksana terkhusunya dalam proses pembuatan 

peraturan desa. 

Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu badan penyalur aspirasi 

masyarakat terhadap pemerintah didalam proses perancanaan dan pembuatan 

peraturan desa,namun untuk hasil kinerja yang terlihat belum sepenuhnya 

terlaksana dengan baik,Terkhusunya selama proses perancangan perdes didesa 

bangun yang akan disahkan, sehingga didalam proses ini hannya bahan agenda 

pemerintah desa yang tidak subtantif dan kooperatif atas kepentingan masyarakat. 

dikarenakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang BPD yaitu sebagai 

wakil rakyat untuk menyaimpaikan segala ansprras1 masyarakat tidak 

tersampaikan dengan sepenuhnya. dan hal ini terjadi akibat kurangnya 

komunikasi dan sosialisasi antara badan permuswaratan desa dalam proses 

perancangan sampai disahkannya perdes dengan masyarakat.selain itu para orang 

orang yang terlibat atau berperan penting di dalam lembaga badan permuswaratan 
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desa baik ketua maupun anggota masih minim pengetahuan tentang bagai mana 

earn menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai BPD sebagai mana yang 

tercantum dalam permendagri no 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi badan 

permuswaratan desa. 

Didalarn rnenjalankankan fungsi dan tugas seorang BPD terkhusnya 

didalam melaksanakan fungsinya yaitu, didalam proses perancangan dan 

pembuatan perdes BPD bersarna sarna dengan kepala desa rnernbahas dan 

membentuk peraturan desa yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya, dan rnemperhatikan kedaan masyarakat desa baik dalam segi 

pembangunan, rnaupun keadaan adat istiadat, atau budaya yang berlaku di desa 

tersebut belum terjalakan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan.oleh 

sebab itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian di desa bangun 

kecernatan parbuluan terpatnya berada di kabupaten dairi. tentang peran BPD 

didalam proses pembuatan perdes dan apa saja kendala kendala yang dihadapi 

dihadapi didalarn proses perancangan dan pembuatan perdes di desa yang yang 

saya pilih. dan melalui hasil penelitian ini, penulis rnembuktikan kepada 

mayarakat secara tidak langsung dan menjawab tudingan tudingan masyarakat, 

yang selama ini menganggap bahwa BPD merupakan salah satu lembaga yang 

tidak berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan desa. bahkan BPD 

menurut mereka hannya lah lembaga yang bis a dikatakan hannya simbo 1 dan 

merupakan lembaga yang formalitas saja. oleh sebab itulah yang mendasari 

penulis dan penelitian ini hams dilakukan. dan untuk dapat meninditifikasi proses 

BPD didalam menjalankan fungsinya dan tugas tugasnya dalam perancangan atau 

pembuatan peraturan desa di desa bangun secara konprensif yang dituangkan 
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dalam sekripsi yang berjudul"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pembutan Peraturan Desa Bangun Kecamatan Perbuluan Kabupaten Dairi" 

1.1 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka di bentuk beberapa 

poin rumusan masalah, ialah: 

1. Bagaimana keikutsertaan Badan pennusyawaratan Desa Bangun didalam 

pembuatatan peraturan desa. 

2. Apa faktor kendala peran badan pennusyawatan desa bangun didalam 

pembuatan peraturan desa 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian, bertujuan untuk mengungkap apasaja faktor faktor yang 

membuat peran dan fungsi BPD didalam perancanagan dan pembuatan perdes 

bersama kepala desa belum sesuai dengan harapan undang undang dan 

terkhususnya masyarakat yang mersakannya.secara lebih rinci penelitian ini 

bertujuan. 

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa 

bangun dalam pembuatan peraturan desa. 

2. Untuk mengetahui faktor atau kendala yang mempengaruhi peran badan 

permusyawaratan desa bangun dalam pembutan peraturan desa. 

8 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Paulus R. Situmorang - Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa ....



1.3 Manfaat Penelitian 

Dari hal-hal yang sudah di paparkan di atas, maka manfaat dari 

dilakukannya penelitian ini ialah: 

1. Memperkaya penelitian di peran BPD dalam proses pembentukan perdes 

2. Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (SI) . 

3. Menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan dan sumber informasi 

informasi serta referensi untuk peneliti generasi berik:ut. 

4. Menjadi masukan bagi Pemerintah desa bangun terkhusnya lembaga BPD 

yang ada di desa bangun sebagaimana pentingnya peran BPD dalam proses 

perancangan dan pembuatan perdes di desa 

5. Sebagai landasan untuk membaca realita yang terjadi di desa bangun 

kecamatan parbuluan kabupaten dairi 

6. Cara untuk menaikkan semangat anak muda untuk menulis dan 

mengembangkan wawasan yang dimiliki dan di tuangkan pada bentuk 

tulisan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 DEFENISI PERANAN 

Robbins and judge yang dimana pengertian peranan ini diterjemahkan oleh 

Saraswati dan Sirait(2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian 

po la pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang 

menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.begitu juga dengan Abu Ahmadi 

( 19 8 2) yang mengartiakan peran adalah suatu komp leks pengharapan manusia 

terhadap caranya berindividu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

berdasarkan status. 

Menurut Soejono Soekanto dalam isi buk:u yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012:212),yang menjelaskan pengertian peranan yaitu sebuah aspek 

dinamis kedudukan atau status.dimana apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai kedudukannya ,dia telah menjalankan suatu peranan.didalam 

hal ini perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. namun keduanya saling ketergantungan dan tidak bisa dipisahkan 

dikarenakan yang satu tergantung pada yang lain dan begitu juga dengan 

sebaliknya.dalam arti tidak ada peranan tampa kedudukan.setiap orang 

mempunyai peranan, peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya, 

sehingga dapat diartikan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakt 

kepadanya. 

Dari pengertian diatassecara ringkas, Siswanto(2012:76)menyimpulkan 

babwa peranan adalab suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara 
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menentukan sikap dan perbuatan dalam stuasi tertentu berdasarkan atas 

kedudukan sosial tertentu.Dan menurut Miftah Thoha (2012: 10) tantang 

peranan,Peranan merupakan suatu rangakian perilaku yang teratur. yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. atau karena adanya suatu kantor yang 

mudah di kenal.kepribadian seseorang bisa juga rnempengaruhi bagairnana 

peranan harus dijalankan. peranan tirnbul karena seseorang memahami bahwa ia 

bekerja tidak sendirian mempunyai lingkungan,yang dimana ia diharuskan untuk 

setiap saat berinteraksi. lingk:ungan itu luas dan beraneka macam, masing masing 

akan mempunyai lingk:ungan yang berlainan, tetapi peranan yang harus dimainkan 

pada hakikatnya tidak ada perbedaan.Dan dalam kesimpulan yang mencakup 

tentang kedudukan dan peranan, Siswanto (2012:12) juga menyimpulkan bahwa 

semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hirarki atau organisasi,maka 

semikin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan,begitu juga dengan 

sebaliknya semakin rendahnya kedudukan seseorang didalam organisasi tersebut 

maka semakin besar atau semakin banyak juga keterampilan teknis yang 

dibutukan. Dan menurut Rivai (2004: 148) ten tang pengertian peranan yaitu 

peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapakan seseorang 

dalam posisi tertentu. 

Didalam pembagiannya, Soekanto (2001 :242) juga membagi membagi 

dalam tiga jenis perananan, adapun pemembagaian jenis peran yang dirnaksudkan 

Soekanto (2001 :242)adalah sebagai berikut: 

1. Aktif dalam berperan 
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Ialah cara yang dilakukan agar beberapa atau kelompok orang bisa 

aktif dalam berorganisasi dan tidak hanya pasif dalam menunggu keadaan 

yang baik atau buruk yang di canangkan pemerintah. 

2. llcut berpartisipasi 

llrnt serta dalam berbagai acara yang dilakukan pada daerah setempat 

dan berperan aktif tanpa ketinggalan berbagai acara yang diselenggarakan 

oleh pimpinan daerah seternpat. 

3. Pasif dalam kegiatan 

Tidak suka bergaula dan bersosialisasi dalam berbagai kegiatan serta 

acara yang di adakan oleh pemerintah seternpat dan masa bodo dengan 

berbagai keadaan yang telah atau akan berlangsung. 

Selanjutnya dari beberapa defenisi defenisi atau pengertian dari peranan, 

Soekanto dan Sulistyowati (2013 :211) sepemikiran dalam menyimpulkan tentang 

peranan.dengan mecakup tiga hal ,yaitu: 

1. Peranan ialah cara yang dilaksanakan untuk ikut setta dalam membangun 

dan melaksanakan keadaan yang kondusif dari hal yang sudah di 

rencanakan pada ancang dan canangan pe,erintahan. 

2. Peran ialah cara melaksanakan bakti untuk memperkuat dan mendukung 

organisasi kepemimpinan yang dibentuk. 

3. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan dan bermanfaat untuk tata 

laksana keadaan yang kondusifuntuk kemajuan pemerintahan. 
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Selanjutnya, menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013: 211), pembahasan 

perihal keikutsertaan daJam berperan, ialah: 

1. Segala aturan atau larangan harus di patuhi dengan cara baik serta tertib; 

2. Aturan ada untuk di patuhi serta laksanakan dan melakukan perbuatan baik 

tanpa pamrih akan memperbaiki keadaan agar lebih kondusit; 

3. Memberikan aturan santai namun mengikat pada manusia yang hidup, 

tumbuh serta berkembang pada sebuah wilayah agar tidak mudah 

melakukan pelanggaran atas tata tertib yang berlaku dan pengenaan sanksi 

yang telah di berikan se1ia berlakukan bersama; 

4. Aturan yang berlaku ialah gambaran dari bentuk pemerintahan yang 

dilaksanakan untuk kete1jaminan masa depan yang berkualitas dan baik. 

Dan dari beberapa pengertian atau definisi yang di kemukakan para ahli 

tentang peranan yang ada diatas,maka penulis dapat rnenyimpulakan bahwa 

peranan sangat lab perlu didalam diri seseorang, yang mempunyai kedudukan 

atau jabatan di sebuah organisasi organisasi tertenhi. dan seketika ia rnenjalankan 

perannya didalam bertugas rnaka ia telah menjalankan atau melaksanakan 

fungsinya sebagai salah sahl penggerak disebuah organisasi tersebut yang telah 

diamanatkan kepada dia. dengan tujuan bersama atau kepentingan secara 

menyeluruh. 

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk bidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. 
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Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada sali:ng ketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 7 dinamakan peran (role). 

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Adapun syarat-syarat 

peran dalam Soerjono Soekanto (2012:243) mencakup tiga hal penting, yaitu: 

1. Peran meliputi norma-nonna yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam aiii ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu­

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga dapat dik:atakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyai·akat. 
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2.2 DEFENISI BADAN PERMUSA W ARA TAN DESA 

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dimana pengertia tersebut sejalan dengan UU No 6 

tahun 2014 yang memuat bahwa otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurns sendiri urusan 

pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistern negara kesatuan 

republik indonesia, sehingga dengan demikian desa merniliki kewenangan sendiri 

untuk mengahu- dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi 

desa. desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. hal tersebut sejalan dengan 

dengan amanat undang undang dasar Negara rnpublik Indonesia 1945 pasal 18b 

yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghom1ati satuan satuan 

pernerintahan daerah yang bersifat khusus dan istin1ewa yang diatur dengan 

undang undang'' 

Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD 

bersama kepala desa. tujuan dari peraturan desa sendiri adalah untuk 

meningkatkan kelancaran dan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyrakat. yang hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah 

desa.peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang 

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat desa setempat.dengan demikian semua yang di maksud dengan 

peraturan desa adalah sernua peraturan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah 

dimuswarahkan dan telah mendapatkan persetujuan badan permuswaratan desa. 
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Mussawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah desa dan badan 

permuswaratan desa (BPD) dalam hal pembentukan peraturan desa, dan dalam hal 

ini untuk menjalankan apa yang di harapkan secara khusus yaitu sebagai mana 

yang termuat didalam isi permendagri No 110/2016 tentang BPD,terkhususnya 

didalam pasal 31 sampai 32 yang menyangkut tentang fungsi BPD yaitu, 

merancang dan membentuk peratman desa bersama kepala desa. Dan 

berhubungan tentang pengertian dan peran atau fungsi dari BPD yaitu, salah satu 

badan penting didalam rnembantu dan mendampingi kepala desa didalam proses 

penyusunan dan pengesahan salah satu produk hukmn yang dimunakan peraturan 

desa atau perdes. 

Soekanto(2004:219)juga mengartikan dan menyimpulkan ten tang 

penge1iian dau kedudukan BPD di penyelenggaraan pemerintahan desa dimana ia 

mengatakan bahwa badan permussawaratan desa (BPD) adalah lembaga 

pe1wujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat 

dianggap sebagai parlemen lemenya didesa.Dan BPD merupakan lembaga 

baruyang ada didesa pada masa otonomi daerah di Indonesia.sesuai dengan 

fongsinya maka, BPD 1111 dapat dikatakan sebagai Jembaga 

kemasyarakatan.anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang 

bersangkutan berdasarkan kete1wakilan wilayah, yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat.anggota BPD terditi dari ketua rnkun warga, pemangku 

adat, golongan profesi,pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat 

lainnya.masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat cliangkat atau 

diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. pemimpin dan anggota 
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BPD ticlak cliperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala clesa clan perangkat 

des a. 

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 

dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah /janji secara 

bersama sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati. ketua BPD dipilih 

dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD, yang diadakan 

secara klmsus. BPD berfungsi menetapakan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Pengertian dan penjelasan 

yang dikemukakan oleh Soekanto (2004:219) tentang pengertian dan kedudukan 

seorang BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang dimana BPD 

ini merupakan salah satu lembaga legislasi di desa atau badan perwakilan rakyat 

yang dipercayai sebagai penampung clan untuk menyaimpaikan anspirasi rakyat, 

clidalam proses pembuatan perdes sampai clisahkan nya salah satu procluk hukum 

atau peraturan desa (PERDES). kedudukan BPD clengan kepala desa sejajar atau 

saling berdampingan, clan BPD timbul clari,oleh, clan untuk masyarakat clesa. 

clalam hal ini sejalan dengan isi unclang undang nomor 32 tahun 2004 

pemerintahan daerah dan tercantum pada pasal 209 yang menyebutkan 

bahwa,badan permuswaratan desa atau BPD berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala clesa,menampung dan menyalurkan dan anspirasi masyarakat. 

Begitu juga dengan apa yang dimaksudkan dengan isi dari undang undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan tentang badan 

permusyawaratan clesa atau yang disebut clengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota nya mernpakan wakil dari 
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pencluduk clesa berclasarkan keterwakilan wilayab clan clitetapkan secara 

clemokrasi. 

Jadi clari beberapa penjelasan yang acla diatas tentang pengertian dan fungsi 

atau kedudukan seorang BPD, didalam penyelenggaraan pemerintaban di desa 

terkhususnya didalam proses pembuatan dan pengesahan perdes menurut ahli dan 

beberapa undang undang yang memuat tentang badan permuswaratan desa atau 

(BPD),penytlslm dapat menyimpulkan bahwa ftmgsi dan peran BPD didalam 

penyusunan dan pembuatan perdes di desa sangat lab penting dikarenakan BPD 

merupakan badan legislasi di desa.seperti dalam hal penampungan dan 

penyaimpain segala anspirasi anspirasi masya:rakat desa yang berkaitan dengan 

kondisi da.n perkemba.ngan desa.Sepertikeadan ekonomi sosial budaya. da.n hal 

tersebutlah yang akan dibawa BPD dan disampaikan kepada kepala desa didalam 

rapat (MUSBANGDES) dan dibahas bersama kepala desa sehingga terbentuklah 

sebuah percles, dan disahkan setelab disahkan perdes ini baru diterapka:n didesa 

dan hasil perdes tersebut dapat diharapkan mampu mengatasi atau jalan keluaT 

permasa:la:han yang ada di kalanga:n masyarakat terkhusnya dala:m perkembangan 

sosial ekonomi, pohtik ,clan buclanya adat istiadat yang berlaku. 

2.3 DEFENISI PERA TURAN DESA 

Secara umum pengertian peraturan desa atau perdes adalah peraturan 

pernndang undangan. yang menjadi kewenangan dan diterhitkan oleh organ 

pemerintahan desa dan peraturan desa murapakan salah satu produk pemerintah 

desa dan badan permuswaratan desa, yang digunakan untuk menjadi acuan 

pelaksanaan desa.peraturan desa dalam konteks ini adalah luas karena meliputi 

juga peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa.Didalam ketentuan 

18 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Paulus R. Situmorang - Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa ....



UU no 6 tahun 2014 tentang desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh badan 

permuswaratan desa (BPD) dengan persetujuan bersama kepala desa. 

Menernt seorang ahli yang bernama HAW Widjaja (2003:94) yang 

mengartikan tentang apa yang dimaksud dengan perdes yaitu, peraturan desa 

adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimuswarahkan 

clan telah mendapatka persetujuan badan permuswaratan desa, Permendagri no 29 

tahun 2006 juga membahas pengertian perdes yang menyatakan bahwa, perdes 

adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala 

desa. peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Des a 

(Perdes) maupun Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dan 

hal ini tercantum pada Pasal 69 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2.3.1. PEDOMANDAN TATA CARA PENYUSUNAN PERDES 

Sebelum disahkannya atau diterapkannya sebuah perdes di sebuah desa, 

tentu memiliki prosedur dalam penyusan.seperti didalam isi permendagri no.111 

tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa yang menyebutkan prosedur 

secara terperinci dalarn pembutan perdes yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala desa ialah orang yang mengepa1ai pemimpinan desa. 

2. Anggaran desa di diskusikan bersama pada kepala desa dan pemimpin 

terkait. 

3. Angga:ran yang di s:usun di diskusikan pada pimpinan yang lebih di atas. 

4. Masyarakat mempunyai hak serta tengga:ng rasa yang baik serta sating 

bersimpati. 

5. Saran serta aspirasi dari masyarakat di tampw1g dan dijadikan wadah :untuk 

saling membangun. 
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6. Aturan yang disusun bersama hams sama-sama di sepakati dan laksanakan 

7. BPD ialah pelopor peraturan di pedesaan. 

2.3.1.l. Tahap Pembahasan 

1. Kepala desa duduk bersama dengan anggota dewan untuk membicarakan 

peraturan desa. 

2. Aturan desa yang dibuat hams terikat dan terkait dengan adanya hal yang 

bernama keseragaman dan keahlian dalam pola tindak dan berfikir pada 

masyarakat desa. 

3. Aturan yang disususn tidak boleh memihak dan tidak boleh bersimpangan 

dengan adanya hat yang bumk. 

4. Aturan yang berlaku ialah atman yang sudah sama di sepakati dan 

disesuaikan deugan kebutuhan desa. 

5. Kesepakatan untuk melaksanakan aturan dan sanksi pada desa di perbami 

secara berkala. 

6. Aturan pemndang-undangan yang berlaku di tmunkan untuk menciptakan 

pembangunan desa yang berkualitas dan tidak mey1mpang dari 

ketersediaannya informasi terkait aturan yang ada. 

2.3.1.2. Penetapan 

1. Aturan yang di rencanakan hams di ketahui kepala desa serta sekretaiis 

des a. 

2. Kepala desa melakukan hal yang terbaik demi keunggulan desa yang di 

pimpinya agar tak timpang dengan aturan yang berada pada atasnya. 
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2.3.1.3. Pengundangan 

1. Aturan desa di ketik dengan rapi oleh sekretaris. 

2. Setelah dilakukan acara rundingan, mak:a aturan desa telah resmi di 

laksankaan. 

2.3.1.4. Penyebarluasan 

1. Aturan yang ditetapkan bisa beTlaku dari awal penetapan hingga akir dari 

masa aturan sampai di buat aturan baru. 

2. Orang yang menjabat pada kursi pemerintahan tak boleh sewenang-wenang 

dalam melaksanakan aturan mentang-mentang memiliki kekuasaan. 

2.3. Sifat Umum Peraturao Desa 

Aturan yang lumrah pada aturan desa ialah: 

1. Karak:tersitik umum dan mengikat siapa saJa yang berada di bawah 

naungannya dan tidak pandang bulu. · 

2. Bersifat baik dan berguna untuk menghindarkan diri dari perbuatan 

terlarang dan melanggar aturan yang tidak baik untuk kehidupan pribadi 

serta bersama. 

3. Aturan ini sifatnya kuat dan tak mudah tergoyahkan oleh terjangan ha1 yang 

dapat mengganggu konsistensi keberlakuan hal untuk keterjaminan akhlak. 

Asas yang berada dalam pembentuk aturan untuk kesejahteraan hidup 

masyarakat, ialah: 

21 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Paulus R. Situmorang - Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa ....



1. Menyusun aturan yang baik dan berkualitas dari aturan yang paling tinggi 

sampai atman yang kelasnya paling rendah. 

2. Asas lex specialis deragote lex generalis ialah untuk mengajak seseorang 

atau kelompok melakukan kebaikan yang bersifat membangun dan takut 

aturan. 

3. Asas lex posterior derogote ialah kesamaan derajat seseorang yang bisa di 

ukur dari hak dan kewajibannya sebagai sesama manusia dan diberlakukan 

perlakuan sama untuk melaksanakan hal sama pula. 

4. Asas keadilan ialah aturan yang tak pandang kedudukan, semua manusia 

sama di mata tuhan dan di mata hukum. 

5. Asas kepastian hukum ialah manusia yang tinggal pada suatu negara bisa 

hidup aman kaTena hukum itu bernpa sifat pasti dan menjamin 

keberadaannya. 

6. Asas pengayoman ialah sifat yang baik untuk saling jaga dan saling ayom 

dalam masyarakat dengan perbuatan dan pelaksanaan hukum secara adil. 

7. Asas mengutamakan kepentingan umum ialah tidak boleb egois dalam 

mengemukakan pendapat dan mau mengaJah demi terselesaikannya lebih 

dahulu hukum dan aturan untuk bersama di banding kehidupan pribadi . 

8. Asas kesetaraan ialah semua manusia sama di mata tuhan dan memiliki hak 

serta kewajiban serta kewenangan yang dilaksanakan dengan baik untuk 

ketertiban kehidupan bersama. 

9. Asas kebhineka tunggal ika ialah cara yang dilakukan untuk saling 

menghargai beberapa atau banyak perbedaan antara suku yang satu dengan 
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suk:u yang lain dan perbedaan yang mungkin muncul dalam melaksanakan 

kehidupan bersama. 

Selain asas asas yang ada diatas, perlu diperhatikan juga beberapa 

ketentuaan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang 

undangan yaitu sebagai berikut, 

1. Ketentuan pidana perlu memperhatikan asas legalitas,asas tiada huk:uman 

tampa kesalahan, asas pembinaan narapida, asas praduga tak bersalah. 

2. Ketentuan peraturan desa perlu memperhatikan beberaapa asas seperti asas 

terbuka dan kebebasan berkontrak,asas kesepakatan dalam perjanjian 

berlaku, asas pe1JanJian yang berlaku seperti undang undang seperti 

perjanjian intemasional,asas kesepakatan dalam perjanjian, asasitikad baik 

dalam melaksanakan perjanjian. 
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2.4 KERANGKA BERFIKIR 

Peran BPD dalam 
pembuatan peraturan Desa 
Bangun Kee Parbuluan 
KabDairi 

D 
Dianalisi meoggunakan 
teori peranan Soerjono 
Soekanto (2002:243) 
1. Dirnensi Norma 
2. Dimensi Perilaku 
3. Dimensi Perilaku 

Invidu 

D 
Terciptanya Badan 
Permusyawaratan Des a 
yang Berkualitas dalam 
pembuatan Peraturan Desa 

Permasalahan: 
1. Tingkat kinerja BPD 

rendah 
2. Musyawarah 

melibatkan 
belum 

yang 
BPD 

terlaksana 
secara optimal 

3. Masyarakat kecewa 
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Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disus1m secara singkat untuk 

menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awaL proses pelaksanaan, 

hingga akhir. Didalam penehtian ini yang menjadi fokus peneliti selama penelitian 

adalah bagai mana peran BPD didalam perancangan dan pembuatan perdes di 

desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dair:i.peran BPD didalam 

perancangan dan pembuatan perdes di desa sangat diharapkan, dikarenakan salah 

satu tugas penting BPD adalah bersama sama membahas dan membuat perdes, 

dilain sisi keberadaan BPD didalarn proses pernbuatan perdes sampai disahkannya 

perdes tersebut,supanya apapun hasil perdes yang disahkan dan dikeluarkan sesuai 

dengan harapan atau aspirasi aspirasi rnasyarakat lainnya baik dari segi 

perkebangan desa ,ekonomi sosial dan budanya. 

Dan untuk menjawab rnmusan masalah yang ada dalam penellitian ini,penulis 

menggunakan sa]ah satu teori Soe1jono Soekanto (2002:243) yang mncakup tiga 

hal penting, yaitu Dimensi atau Indikator,ada pun yang dimaksut ketiga Indikator 

tersebut sebagai berikut: 

1. Dimensi Norma 

Untillc dimensi Nonna ini bisa dilihatdengan menggunakan indikator 

posisi atau jabatan. 

2. Dimensi Perilaku 

Untillc dimensi peilaku ini bisa dilihat dari sik:ap atau perilaku seseorang 

dalam bersosialisasi didalam lingkungan bermasyarakat 
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3. Dimensi Perilaku Individu 

Adapun yang dimaksut perilaku individu dalam penelitian ini adalah sikap 

seseorang dalam menjalankan tugas dan wewenang ang telah 

dipercayakan kepada beliu, seperti halnya bagaiamana sikap dan perilaku 

Badan permusyawaratan Desa Bangun dalam menjalankan Fungsi dan 

Perannya dalam Pembuatan Peraturan Didesa Bangun Kecamatan 

Parbuluan Kabupaten Dairi. 

2.5 PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang 

dijadikan utuk melihat dasar atau dijadikan sebagai salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian. Dan melalui basil penelitian sebelurnnya penulis dapat 

menggunakan teori teori yang telah ada dalarn peneletian sebelurnnya untuk 

dijadikan sebagai data data pendukung atau data tambahan untuk penulis 

Adapun penelitian terdahulu yang mebahas tentang, optimilisasi peran BPD 

dalarn pembentukan peraturan desa. oleh Provoza Puh·a (2014),dimana didalarn isi 

basil penelitian yang ia lakukan di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan 

kabupaten bekasi dan menyimpulkan bahwa didalam proses pembuatan perdes di 

desa tridayasakti kecarnatan tambun selatan kabupaten bekasi yang dilakukan oleh 

BPD tidak sepenuhnya dijalankan atau diperhatikansehingga tidak sesuai dengan 

harapan yang tercantum dalam undang undang no 12 tahun 2012 yaitu yang 

mencakup tentang tahap tahapan dalam pembentukan perundang undangan. 
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Yang berikut sebuah karnya hasil penehtian dari AL Muk:ri,ALFandra,dan 

Sri Waluyati yang berjudul, faktor faktor penyebab belum efektifnya peran BPD 

dalam penyusunan peraturan desa yang. studi kasusnya di desa Seri kembang II 

kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. dimana didalam isi penelitian meraka, 

menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang membuat peran BPD tidak efektif 

didalam perancangan perdes adapun ketiga faktor itu adalah : 

1. Faktor sumber daya yang meliputi keaggotaan BPD yang tidak sepenuhnya 

memahami apa fungsi meraka didalam roda keperintahan didesa . 

2. Faktor inovasi yang meliputi tidak terdapat cara barn dari BPD dalam 

menggali anspirasi masyarakat, clan BPD masih kurang dekat atau 

komunikasi dengan masyarakat sangat kurang. 

3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat pada setiap tahap penyusunan peraturan desa. 

Selanjutnya sebuah penelitian yang berjudul, peranan BPD dalam 

pembentukan perdes di desa krandon kecamatan Guntur kabupaten demak. oleb 

Si.ti Rodhiyah dan Muhammad Harir, yang didalam basil penelitian yang mereka 

lakukan menyimpulkan bahwa peran BPD yaitu menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, dan menampung clan menyalurkan anspirasi masyarakat, 

namun tidak dilakakun BPD secara optimal didesa krandon,dikarenakan perdes 

yang telah dibuat selama dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan 

masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata.dan kendala kendala 

yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD didalam penyusunan perdes adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kualiatas kinerja aparatur clesa clan BPD yang kuarang baik, 

2. Lagalisasisasi yang ada pada desa be1um memada~ 

3. BPD yang belum seutuhnya berintegrasi. 

Dan yang terakhir yaitu sebuah skripsi oleh Maria Herningtyas (2006) yang 

berjudul, peran BPD dalam penetapan perdes didesa Grogol ,kecamata:n Grogol, 

kabupaten Sukobarjo.yang didalam isi kesimpulan skripsi yang dibuat 

menyimpulkan bahwa sesuai dengan asa otonomi ,desa diberi wewenang 

rnengatur dan mengurns kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

adat istiadat seternpat yang di akui,oleh karena itu dibutlah perda agar perdes 

disusun secara benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunannya, 

maka perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk peraturan desa 

yang mana telah diatmdalam keputusan rnentri dalam negeri nomor 48 tahun 2002 

tentang teknik penyusunan peraturan desa clan ditindak lanjuti dengan keputusan 

bupati nomor 54 tabun 2004 tentang tata naskah dinas pemerintah desa kabupaten 

sukoharjo. 

Dan dari beberapa kesimpulan kesimpulan yang telah dibuat perindividu 

yang dicamtukan mereka di karya atau basil penelitian atau skripsi yang mereka 

buat tentang peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan ada juga faktor 

faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu 

bersama sama dengan kepala desa merancang dan mernbuat perdes tidak 

dilakukan seca:ra optimal atau tidak sungguh sungguh sehingga hasil perdes yang 

dibuat tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat ,sehingga penulis atau 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan sosial 

ekonomi politik sebuah desa berada ditangan BPD melalui perdes yang dibuat 
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dan disabkan bersama kepala desa dikarenakan perdes yang dibuat selalu 

berdasarkan terhadap keadaan masyarakat setempat yang sebelunmya telah 

digalih atau disampaikan masyarakat kepada BPD untuk cti perhatikan dan untuk 

mencari solusi permasalahan yang ada didesa atau kalangan masyarakat. 
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BAB III 

METODI PENELITIAN 

3.1 Jenis,Waktu dan Sifat Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif ialah jenis yang dipakai pada pene1itian ini. Kualitatif 

ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan baik di lapangan dan 

menjabarkannya dalam beutuk narasi dan bukan angka-angka untuk acuan 

perhitungan dalam sajian data yang dilakukan. Dan definisi tersebut dikemukakan 

olehBogdandan Taylor dalamMoleong (2007:4). 

Dan penilitian dengan menggunakan metode kualitatif juga diartikan oleh 

seorang ahli yang bernama Sugiyono (2014:9) penelitiau kualitatif ialah penelitian 

yang dilakukan di lapangan dengan cara yang relevan sesuai dengan acuan yang 

telah ditentukan untuk mendaoatkan kajian yang sesuai dengan kaitan masalah 

yang di carijalan untuk permecahan. 

Dan dalam melakukan penitian panulis menggunakan metode kualitatif, 

dimana untuk melihat dan menilai secara langsung kondisi clan stuasi dilapangan 

secara alami dan sesuai apa yang terjadi dipangan terutama ditempat yang penulis 

pilih untuk diteliti didesa baugun kecamatan parbuluan kabupaten dairi. 

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk pelaksanaan di bulan april 2021 , dan untuk lokasi penelitian yang 

dilakukan penulis di desa bangun yang berada di jln dolok sanggul desa bangun 

kacamatan parbuluan kabupaten dairi. 
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Tabel 1. Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 

Penyusunan 

dan bimbingan 
proposal 
Seminar 

2 proposal 
3 Pengambilan 

data smvei 
4 PengumpuJan 

data 

5 Pemaparan 
Dibimbing 
dosen untuk 

6 pengerpan 

skripsi 

7 Da:ftar sidang 
8 Pelaksanaan 

sidang 

3.1.3 Sifat Penelitian 

2020 

Okt-Nov 

2021 2023 

Des Jan-Mart A rl Mei Juni-Juli 

Sifat penilitian ini adalah sifat diskriptif. penelitian yang berusaha untuk 

rnenuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.jadi ia 

mendapatkan data, menganalisis dan mengiterprestasi, serta juga bisa bersifat 

kompratif dan korelatif. hal ini sesuai dengan pengertian dari Achmadi dan 

Narbuko (2004:44). 

Metode diskriptif juga diartikan seorang ahli Sugiyono (2014: 13),yaitu 

mendefinisikan metode diskriptif, ialah cara yang dilakukan untuk menilai dan 

memastikan keaslian serta keabsahan data yang dipernleh di lapangan dan 

rnemaparkan nya dengan memakai cara pendeskripsian dan melaksanakan 

pemaparan yang dilakukan dengan pencatatan. Kebijakan atas suatu masalah 

dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat oleh karena itu peran serta 
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pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesua1 

dengan kebutuhan rakyat.Sehingga dalam melakukan penilitian ini,peneliti lebih 

memilih untuk menggunakan me to de diskriptit: bertujuan untuk dapat 

memecahkan masalah-masalab te1jadi di lapangan.Pada penelitian deskripstif ini, 

peneliti juga menggambarkan dan menganalisis terutama pada peranbadan 

permuswaratan desa (BPD) didalam proses pembuatan dan perancangan perdes di 

desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi,dan menggunakan metode 

deskriptif ini,peneliti juga bisamendapatkan kesimpulan dari basil yang diteliti 

penulis dilapangan. 

3.2 Informan Penelitian 

Informan ialah orang yang memberikan informasi terkait data yang 

dibutuhkan dan menjelaskannya secara terperinci untuk kete1jaminannya keadaan 

yang berkondisi dan baik untuk pemaparan hasil penelitian (Arikunto, 2013:130). 

Informan penelitian mernpakan orang yang dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang 

yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti . Adapun jumlah 

informan didalam penelitian ini berjumlab 11 orang dan yang menjadi informan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Informan Kunci 

Informan kunci ialab orang yang benar-benar mengetahui dan 

mengerti cara untuk melaksanakan data keperluan penelitian untuk data 

yang amat valid yang di butuhkan peneliti (Afrizal, 2016:139). Adapun 

informan kunci yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu dalam 

32 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Paulus R. Situmorang - Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa ....



penelitian selama penulis melakukan penelitian aclalah ketua BPD yaitu bpk 

Ningot sihombing Ketua Badan Pmusyawaratan Desa Bangun 

2. Informan Utama 

Menmut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang 

memahami secara teknis clan detail tentang masalah penelitian yang akan 

dipelajari. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu 

Bapak Mariden Sinurat,Bapak Desman Capah,clan Bapak Parbuktian 

Sihotang 

3. Informan Tambahan 

Menurut A:frizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang 

yang clapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis clan 

pembahasan dalam penelitian kualitatif Adapun info1man tambahan dalam 

penelitian ini yaitu Bapak Japirin Sihotang bersama 2 orang apparat clesa 

yaitu Ibu Romla Capah, Ibu Mescti Pmba,dan Bapak silvister situmorang, 

Bapak Nicho capah,ibu Teorida br simbolon dan Linton sinaga selaku ketua 

karang taruna desa bangun. 
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NO 

1 

2 

3 

4 

6 

URAIAN 

Kellia Badan permysyawaratan 

des a 

Tabel. 03 
Informan Penelitian 

I JUMLAH I 

(Orang) 
1 

Anggota Badan Pemusyawa:ratan 2 
des 

Kepa1a Desa Bangun 1 

AparatDesa 2 

Masyarakat dan Ketua karang 4 

Taruna 

TOTAL 10 

KETERANGAN 

lnforman Kunci 

Infonnan Utama 

lnfonnan Utama 

Informan Tambahan 

Infonnan Tambaban 

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti 2021 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

T eknik pengumpulan data ialah cara yang dilaksanakan untuk 

mengumpu1kan data dari awal data yang dikumpu1kan, tahap pertengahan sampai 

tahap pengolahan, penarikan kesimpulan serta pemaparan yang dilakukan agar 

pembaca mengerti apa yang dilaksanakan oleh peneliti selama pelaksanaan 

penelitian dan membaca dengan baik dan benar (Sugiyono, 2014:224). 

Pengumpulan data dapat dilal'l.lk:an dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirnmah 

dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ialah cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang bennanfaat dan berguna untuk kelangsungan penelitian. 

Data yang dipaki dalam penelitian ini ada dua, ialah data utama dan data 

pendukung. Data utama ialah data yang amat di butuhkan untuk keberlangsungan 
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penelitian dan sumber utama penelitian. Data pendukung ialah data yang berfguna 

unh1k di jadikan reforensi dan penguat dari keadaan penelitian yang terbaik. 

Ada beberapa cara lmtuk mengumpulkan data yang berada di lapangan 

dengan beberapa cara, ialah. 

3.3.1 Observasi 

Observasi diartikan secara luas merupakan, sebuah kegiatan atau 

pengamatan dengan ujuan untuk melakukan pengukman.narnun apabila observasi 

diartikan secara sempit yaih1, sebuah kegiatan pengamatan yang hannya 

rnengandalkaan indra penglihatan saja tarnpa mengajukan pe1tanyaan pertanyaan 

atau rnelakukan kegiatan tanya jawab dengan beberapa individu yang dipilih atau 

sering disebut dengan istilah wawancara. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan 

dilakukan dengan adanya tanya jawab antara peneliti sebagai orang yang 

rnembutuhkan informasi dan orang yang bertindak sebagai informan yang banyak 

rnenyediakan informasi di lapangan dan hasil yang relevan untuk keterjaminan 

basil yang baik clan akurat (Arikunto, 2013: 155). 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ialah cara yang dilalmkan untuk rnengumpulkan data yang 

berupa arsip yang berada di lapangan untuk di arsipkan dalam penelitian yang 

mudah di mengerti agar bisa menjadi keadaan yang kondusif. Segala yang 

dilakukan dalam penelitian ini, berupa dokumentasi, sangat diperlukan untuk: 

dapat memperjelas penelitian dan menjadi data penting bagi penelib. Dalam 
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penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengurnpulkan data dari 

dokumentasi, bernpacatatan, doh.rumen, transkip, bulru, surat kabar, majalah serta 

peraturan yang berkaitan dengan peran badan perrnuswaratan desa (BPD) 

terkhususnya peran BPD dalam perancangan dan penyusunan perdes didesa 

ban gun. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data ialah cara yang dilakukan untuk: rnelaksanakan 

penganalisaan data yang djperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2014 :244). Tujuan 

penganalisaan data yang di dapatkan pada temuan lapangan ialah cara yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penelitian yang dilakukan. 

Dalam menganalisis data didalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode kualitatif.adapun proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti seperti 

yang dibuat oleh seorang ahli yang bernama Miles dan Hubermen (2012 :255) 

yang rneliputi sebagai berikut: 

3.4.1 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan peneliti selama melakukan penelitian adalah peran 

BPD didalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa bangun 

kecamatan parbuluan kabupaten dairi. 

3.4.2 Reduksi Data 

Reduk:si data ialah data yang djperoleh di lapangan dan di lakukan 

pengolahan dengan cam memisahkan, mengelompokkan dan mengumpulkan 

dengan cara yang sejenis dan agar mudah di laksanakan penyusunan bab 

pembahasan dengan baik serta memudahkan untuk penarikan kesirnpulan. 
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Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan 

tujuan peneliti untuk mencari informasi tentang pelaksanaan funsi dan peran BPD 

selama proses perancangan perdes di desa bangun selama satu tahun sebelum 

periode atau sebelum berakhirnya jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu 

pada tabun2019-2020. 

3.4.3 Penyajian Data 

Data yang didapatkan dari lapangan agar dilaksanakan kesimpulannya untuk 

melaksanakan basil yang baik dari temuan di lapangan. data ini di sajikan dengan 

baik dan berkualitas dan di narasikan dengan cara yang baik serta mudah untuk di 

mengerti oleh berbagai kalangan yang akan membaca skripsi yang di tulis oleh 

peneliti. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian 

peranan BPD didalam proses perancangan perdes selama satu tahun sebelurn masa 

jabatan BPD lama digantikan dengan anggota BPD baru ya.itu pada tahun 2019-

2020.dan penelitian ini tentu mendapat kan basil yang sesui dengan harapan 

peneliti selama melakukan proses penelitian di desa bangun. 

3.4.4 Kesimpulan Data 

Verifikasi data yang dilakukan setelab penyeleksian data yang di sortir 

untuk menJamm keterjamin basil yang berkualitas untuk penelitian yang 

dilakukan. Verifikasi data ialah cara terbaik yang bermanfaat untuk melaksanakan 

pengumpulan data yang akurat. kembali data yangdidapat dari penelitian 

terkhususnya tentang bagaimana peran BPD lama didalam proses perancangan 

dan pembuatan perdes di desa bangun dan dalam hal ini bertujuan untuk 
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memproleh jawaban dari rumusan rumusan masalah yang dicantumkan penulis di 

penelitian ini. 

3.5 Defenisi Konsep dan Konsep Operasional 

3.5.1 Defenisi Konseptual 

Definisi konsep ialah data yang sesuai dengan aruran penelitian yang 

dibutuhkan dan dilaksanakan pada saat teliti dan telaah data di butuhkan. Cara 

penyusunan defenisi konsep ialah: 

1. Peran pada dasarnya merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan 

oleh orang lain terhadap seseorang dalam melaksanakan tugas maupun 

fungsi didalam sebuah perkumpulan atau in.stansi tertentu. Peran 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luaryang 

bersifat stabil. 

2. Sesuai penjelasan Anwar Prabu Mangkunegara (2000) yang menjelaskan 

bahwa,kinerja (prestasi kerja) adala11 basil kerja secara kualitasdan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam rnelaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

3.5.2 Konsep Operasional 

Yang dimaksud dengan konsep operasional yaitu, sebuah kajian lapangan 

yang diteliti dengan hubungan antara variable yang ada dari hasil pengukuran 

tersebut dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung analisis 

dari variabel tersebut. 
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Tabel 0.4 .. Konsep Operasional 
Variabel Dimensi Indikator 

1. Bersama sama 
membahas dan 

J. Rekan ke1ja untuk daerah merancang peraturan 

Fungsi dan t·ugas BPD 
pedesaan des a 

2. Perpanjangan tangan dari 2. Menampung dan 
warga rnenggali anspiras1 

anspirasi masyarakat dan 
menyalurkan 
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5.1 KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian yang dibuat penulis dalarn pembahasan terkait 

pelaksanaanperan BPD dalam proses perancangan sampai tersahkannya peraturan 

desa didesa bangun telah mendapatkan kesimpulan bahwa: 

1. Dalam pembuatan ahrran desa di lakukan oleh perangkat desa bangun 

kecamatan perbuluan kabupaten dair i, belum berperan secara optimal, hal 

ini dilihat dari basil wawancacara dengan informan dan dilakukan analisis 

dengan menggunakan teori tentang peran dari Soekanto . 

2. Adapun faktor harnbatan yang mempengamhi proses perancangan peraturan 

desa belum terlakasana secara maksimal yaitu: 

a. Komunikasi antar sesama anggota BPD tidak terjalin dengan baik 

b. Komitmen clan protesionalis sebagian anggota BPD didalam 

menjalankan tupoksi anggota BPD masih kurang 

c. Dalam merancang dan membahas perahrran desa Sumber daya aparatur 

desa selaku patner kerja dan w1tuk sebagai acuan BPD, yang memahami 

perundang undangan dan teknik legal drafting masih kmang. 
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5.2 SARAN 

1. Pemeritah daerah memberikan sebuah kebijakan secara nyata dalarn hal 

meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa, seperti halnya 

melakukan pelatihan khusus dalam hal tata cara yang benar dalam 

perancangan dan penyusunan aturan yang berlaku terhadap desa dan 

lembaga yang mengawasi aturan yang berlaku di desa. 

2. Untuk menghasilkan basil kerja yang memuaskan terkhususnya untuk 

pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa bangun, untuk kedepannya 

penulis menyarankaan kepada maasyarakat ataupun pemerintah desa bangun 

didalam pengisiaan keanggotaan badan permusyawaratan desa supanya 

benar benar memilih orang yang tepat dan bertanggung jawab dam bertugas 

dan memahami fungsi badan pennusyaratan desa secara keseluruhan. 
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